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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi e-Government
2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Solichin A. Wahab, bahwa pengertian Implementasi adalah sebagai berikut :

Tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat – pejabat kelompok pemerintah / swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan ( Solichin A. Wahab, 1997 : 65 ).

Sebelum suatu kebijakan dilaksanakan, sebaiknya terlebih dahulu harus dipahami tentang konsep pelaksanaan (implementasi) kebijakan tersebut . berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan mencoba menjelaskan tentang konsep imlementasi dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan.

Pressman dan Wildavsky (dalam Wahab) menyatakan bahwa :

Sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata kebijakan. Sehingga bagi kedua pelopor study implementasi ini, maka proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus ( dalam Wahab,1997:65)
Untuk memperjelas pemahaman tentang implementasi, penulis mencoba menyajikan rumusan implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang menyatakan bahwa implementasi adalah :

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar , biasanya dalam bentuk undang-undang, namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan bentuk peradilan  (Wahab, 1997 : 68) 
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-undang kemudian out put kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesdiaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasran, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh-oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Implementasi adalah proses evolusi, sewaktu kita mengimlementasikan kebijakan sebenarnya kita mengubahnya. Selain itu, perlu disadari bahwa apa yang terjadi pada tahap implementasi akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan. Sebaliknya peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar, jika sejak dalam tahap merancang bangun suatu kebijakan (the policy design stage) tersebut telah dipikirkan masak-masak berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya. 
2.1.2 Pengertian e-Government
Pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan e-Government menjadi populer seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah dalam hal ini sebagai organisasi kekuasan harus dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan pemerintah sebagai organisasi kekuasaan seharusnya dapat menerapkan berbagai hal, termasuk di dalam implementasi e-Government yang menyediakan layanan dalam bentuk elektronik. The World Bank Group memberi pengertian e-Government sebagai berikut :
“ E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. E-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan” (dalam Indrajit 2002:3).
Definisi lain e-Government diberikan oleh Zweers dan Planque seperti yang dikutip oleh Richardus E.Indrajit yaitu:

Berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan (dalam Indrajit, 2002:3).

Implementasi e-Government menginginkan adanya perubahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang dikatakan M. Khoirul Anwar dan Asianti Oetojo S bahwa suatu sistem untuk penyelenggaraan pemerintahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terutama yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. (Anwar dan Oetojo, 2003:136). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa e-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaran pemerintahan oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.

Adapun e-Government itu sendiri ditandai dengan adanya penggunaan jaringan komunikasi dengan tingkat konektivitas tertentu yang mampu menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Misalnya pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan kalangan bisnis, pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan pegawai. Selain itu, e-Government dapat meningkatkan performa kinerja pemerintah dan memperbaiki proses administratif. Beberapa pengertian yang ada terdapat kesamaan karekteristik dari setiap definisi e-Government, kesamaan karakteristik tersebut adalah :

1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah   dengan masyarakat (stakeholder);dimana
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi(terutama Internet);dengan tujuan
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan 

            (Indrajit, 2004:4-5).

Dengan demikian keberadaan e-Government tersebut mempunyai kontribusi yang baik bagi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

2.1.2.1 Jenis-jenis e-Government
Implementasi e-Government memiliki beberapa jenis dalam memberikan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dalam mengkategorikan jenis-jenis e-Government tersebut dapat dilihat dari dua aspek utama. Aspek tersebut meliputi :

1. aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan

2. aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh penggunanya.
(Indrajit, 2004:29).

Keberadaan aspek-aspek di atas dapat memudahkan untuk membedakan jenis-jenis e-Government yang ada. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka jenis-jenis e-Government dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu 1)Publish / Publikasi, 2) Interact / interaksi, 3)Transact  / transaksi (Indrajit, 2004:30).

1. Publish / Publikasi
Merupakan implementasi e-Government yang termudah karena aplikasi yang digunakan tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam, selain itu juga skala yang digunakan kecil. Komunikasi yang digunakan merupakan komunikasi satu arah. Adapun menurut Richardus E. Indrajit publish yaitu:

Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui Internet (Indrajit, 2004:30).

Dalam kelas publish / publikasi ini Internet merupakan sesuatu yang penting dalam menjalin komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan adanya Internet maka interaksi pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih cepat dan mudah. 
2. Interact / Interaksi

Interaksi ini terjadi antara pemerintah dengan mereka yang mempunyai kepentingan. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan pelayanan interaksi ini yaitu:

Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Jenis yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti Chatting, tele-conference, web tv) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent ask questions, newsletter,mailing list) 

(Indrajit, 2004:31).

Dalam jenis ini terdapat komunikasi yang diwujudkan dalam dua bentuk yaitu, komunikasi secara langsung dan tidak langsung (Indrajit, 2004:31). Interact / interaksi berpotensi meningkatkan peluang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan pemerintah secara cepat dan bebas. Fasilitas yang diberikan dalam jenis ini adalah polling / ruang diskusi dalam situs web pemerintah.dengan adanya jenis ini maka komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat lebih cepat untuk disampaikan.
3. Transact  / Transaksi

Proses interaksi yang terjadi adalah interaksi dua arah dimana antara pemerintah dengan masyarakat yang mempunyai kepentingan. Dalam proses ini terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak kepihak lainnya. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :

Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya) (Indrajit, 2004:32).

Implementasi e-Government dalam jenis ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan interaksi saja, namun dapat terjadi proses transaksi yang melibatkan pertukaran uang atau pihak lain. Memerlukan biaya untuk melakukan proses interaksi tersebut. Aplikasi yang digunakan lebih sulit dibandingkan dengan publish serta interact. Dalam jenis interaksi ini diperlukan sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang yang dilakukan aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.  

2.1.2.2 Faktor-Faktor Pengembangan  e-Government 

Terdapat beberapa faktor dalam pengembangan e-Government faktor tersebut berasal dari faktor teknologi, ekonomi, globalisasi, nasional serta lokal. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor teknologi, peradaban manusia dari tatanan masyarakat agraris dan industrialis menuju masyarakat informasi.
2. Faktor ekonomi, dalam era reformasi terjadi transformasi dari ekonomi konvensional ke arah ekonomi digital dan ekonomi jaringan.

3. Faktor  globalisasi, dengan liberalisasi perdagangan batas negara di bidang ekonomi semakin pudar, maka sangat perlu perencanaan yang matang dan menyeluruh di bidang teknologi informasi dan menciptakan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang memadai serta meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

4. Faktor nasional, era reformasi menuntut suatu pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab kepada rakyat. 
5.   Faktor lokal, adanya sektor pariwisata yang sangat perlu promosi potensi wisata. Disamping itu keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terbukti tahan hidup dalam kondisi ekonomi yang kritis.  
(Indrajit, 2002:27).

Implementasi e-Government merupakan suatu media dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan aktivitas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam implementasi e-Government senantiasa dikembangkan agar mampu bersaing di tengah persaingan global.
2.1.2.3 Indikator-Indikator dalam Implementasi e –Government.


Dalam implementasi e-Government terdapat indikator-indikator penting yang harus diperhatikan. Menurut Indrajit indikator-indikator tersebut meliputi:

1. data infrastruktur

2. infrastruktur legal

3. infrastruktur institusional

4. infrastruktur manusia

5. infrastruktur teknologi

6. strategi pemikiran dan kepemimpinan.

(Indrajit, 2002:25).

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka implementasi e-Government  harus memenuhi berbagai hal seperti data infrastruktur yang memadai dan infrastruktur legal. Disamping itu kemampuan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menerapkan teknologi informasi yang berbasis e-Government. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Data infrastruktur

Kesiapan data infrastruktur tersebut meliputi manajemen sistem,dokumentasi dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung menuju implementasi e-Governmen (Indrajit, 2002:25). Kemampuan mendokumentasi juga menjadi bagian dari standar implementasi e-Government. Dengan adanya dokumentasi maka prose mengevaluasi jadi lebih mudah.

2. Infrastruktur legal


Dasar hukum dan peraturan-peraturan merupakan landasan dalam implementasi e-Government (Indrajit, 2002:25).  Selain itu dasar hukum dan peraturan-peraturan dijadikan strategi dari pemerintahan untuk menerapkan e-Government secara berkesinambungan. Adapun dasar hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun Surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

3. Infrastruktur institusional


Infrastruktur institusional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dalam membangun e-Government
. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga tentang implementasi e-Government (Indrajit, 2005:25). Selain melakukan koordinasi dapat juga dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga (Indrajit, 2002:26).

4. Infrastruktur manusia


Implementasi e-Government dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan sumberdaya aparatur, karena implementasi e-Government yang harus didukung dengan aparatur yang berkompeten dibidang teknologi informasi (Indrajit, 2002:26).  Adapun upaya untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang berkualitas melalui pelatihan dan pendidikan yang berbasis teknologi informasi. Infrastruktur manusia merupakan hal yang penting dengan adanya sumberdaya manusia yang mendukung maka pelaksanaan implementasi e-Government dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Infrastruktur teknologi


Inisiatif implementasi e-Government banyak bertumpu pada infrastruktur teknologi maka implementasi implementasi e-Government harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Dengan adanya infrastrukutr teknologi yang memadai maka implementasi e-Government akan berjalan sebagaimana mestinya (Indrajit, 2002:26). Adapun untuk mengetahui ketersediaan sarana teknologi yang dimiliki maka dapat dilihat melalui jumlah komputer atau sarana teknologi lainnya yang menunjang dalam implementasi e-Government serta aanya jaringan komputer untuk lebih memudahkan dalam mengakses. (Indrajit, 2002:26).as
6. Strategi pemikiran dan kepemimpinan


Implementasi e-Government di dalam pelaksanaannya membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang berkaitan dengan e-Government. Hal tersebut diperlukan agar agenda strategi serta pemikirannya yang berkaitan dengan e-Government akan diwujudkan secara nyata. Disamping itu juga pemimpin yang mempunyai wawasan tentang e-Government dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan e-Government secara operasional (Indrajit, 2002:27).
2.1.2.4 Manfaat dan Tujuan e-Government
Pemerintahan diberbagai daerah saat ini dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Proses administrativ yang panjang dan relatif lama harus segera diubah dengan mengupayakan suatu bentuk sistem pelayanan baru yang lebih cepat, murah, dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini dapat dijadikan suatu solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Melalui manfaat-manfaat dari konsep e-Government maka dapat dilihat adanya perbaikan dalam proses administratif pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Richardus E Indrajit, manfaat-manfaat ICT pada pelayanan public yaitu :
1. Biaya administrasi rendah 

2. Cepat dan lebih akurat dalam menerima respon, termasuk diluar jam kantor.

3. Akses ke semua departemen dan semua level dari lokasi manapun, ict mendudkung pembangunan secara lebih fleksibel, serta salah satu cara yang sangat baik bagi masyarakat mengakses layanan publik.

4. Pemerintah yang lebih capable : ict memungkinkan organisasi pemerintah menjaring data dari feedback-feedback yang diinputkan. Organisasi pemerintah juga bisa membuat informasi untuk masyarakat yang mendukung pemikiran atau ide-ide baru dengan komunikasi secara online  diantara para pembuat keputusan, masyarakat serta masyarakat lainnya.

5. Membantu rkonimi lokal dan nasional dengan adanya g2b (government to bussines)(Indrajit, 2002 :8).  

Disisi lain Al Gore dsan Tony Blair memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang manfaat yang diperoleh dengan menerapkan konsep e-Government  bagi suatu Negara, seperti dikutip Richardus E Indrajit, antara lain :
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya. Terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.

2. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka implementasi konsep Good Corporate Governance; 
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan ternd yang ada; serta

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain berbagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis (Indrajit,2004:5)   

Berdasarkan beberapa pemaparan tentang manfaat yang diperoleh dari konsep e-Government diatas, secara umum manfaat-manfaat tersebut dapt dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu :

1. Internal 

Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh badan/lembaga yang menerapkan konsep e-Government. Seperti :

1) Meningkatnya hubungan atau jaringan komunikasi dengan pihak dan/atau departemen lain.

2) Meningkatnya efektivitas dan efisien penyelenggaraan pelayanan,

3) Penyediaan dan pemberian pelayanan dan/atau informasi yang lebih mudah, cepat, dan murah,
4) Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Eksternal

Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak lain (masyarakat, kalangan, bisnis, dan swasta) dari implementasi konsep e-Government yang dilakukan pemerintah. Seperti :

1) Masyarakat dapat memeperoleh pelayanan dengan biaya administrasi yang rendah, cepat, dan mudah.

2) Tersedianya informasi-informasi tentang kebijakan, ptensi wilayah, dan lain sebagainya yang bisa diakses setiap saat.

3) Masyarakat dapat  berpartisipasi melalui polling-polling yang diadakan pemerintah.

Manfaat-manfaat yang didapat diperoleh dari konsep e-Government tersebut sangat membantu upaya pemerintah untuyk meningkatkan kualitas kinerja dsan pelayanannya. Sehingga, pemanfaatan dan eksplorasi teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa ditunda lagi. Ditengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, semakin menuntut pemerintah untuk dapat secepatnya beradaptasi dan menerapkan inisiatif-inisiatif konsep e-Government jika tidak tertinggal dengan Negara-negara lain tersingkir dari persaingan dunia.
Disamping manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari konsep e-Government memiliki sejumlah tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Menurut M Khoirul Anwar, adapun dari e-Government adalah :

1) Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga didapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
2) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.
3) Menunjang Good Governance  dan keterbukaan.

4) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Anwar, 2004:126)

2.2. Pengertian Situs/Web dan Internet
Richardus E. Indrajit berpendapat bahwa dalam perkembangan ICT kunci inovasinya terdapat pada computer-network – dari intranet ke internet ( Indrajit, 2002 : 6 ). Menurut Abdul kadir, internet merupakan contoh jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar diseluruh penjuru dunia dan tak terikat pada satu organisasipun ( Kadir, 2003 : 370 ). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa :

Sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal adalah World Wide Web ( WWW ) atau biasa dikenal dengan istilah Web. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan media yang mudah untuk berbagi informasi diantara pada fisikawan dan ilmuwan ( Kadir, 2003 : 375 ).

Sedangkan pengertian internet yang dikemukakan oleh Muhammad Sutiyadi dalam ilmu komputer.com, bahwa internet adalah

Sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan jaringan terhubung - secara langsung maupun tidak langsung - ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone dan dibedakan satu dengan yang lainnya menggunakan unique name yang biasa disebut dengan alamat IP 32 bit. (Sutiyadi, 2003 : Publisher IlmuKomputer.Com )


Berdasarkan hal diatas, konsep e- Government dapat diterapkan dalam dua cara yaitu secara intranet dan internet. Implementasi e-Government secara internet dapat dilihat misalnya melalui pengadaan situs Web Pemerintah yang berpotensi meningkatkan kinerja, layanan serta hubungan pemerintah dengan pihak – pihak lain. Menurut Richardus E Indrajit, dikatakan bahwa :

Pada intinya website merupakan sebuah alat komunikasi. Website bukan merupakan sebuah medium broadcast seperti halnya televisi dan radio, namun lebih merupakan sebagai suatu medium service atau pelayanan. Berbeda dengan sebuah medium broadcast yang bekerja berdasarkan asas satu pesan untuk seluruh kalangan “, medium service sebuah  website harus dapat melayani sejumlah kebutuhan spesifik dari beragam kalangan 

( Indrajit, 2005 : 53 ). 
Untuk definisi Situs dan Web yang dikemukakan oleh Jack Febrian adalah sebagai berikut :

Situs adalah kumpulan beberapa buah komputer dalam satu pengaturan administrasi yang sama oleh lembaga yang bersangkutan, situs juga merupakan sebuah komputer yang terhubung oleh internet yang menyajikan layanan informasi seperti : Newsgroup, E-mail, atau WebPage  ( Febrian , 2004: 378 ).

Sedangkan definisi Web adalah :

Suatu sistem di Internet yang memungkinkan siapa pun agar bisa menyediakan informasi dengan menggunakan teknologi tersebut, informasi dapat diakses selama 24 jam dalam satu hari dan dikelola oleh mesin untuk mengakses informasi yang disediakan web ini, diperlukan berbagai perangkat lunak yang disebut web browser (Febrian, 2004: 449 ).


Jadi fokus perhatian dalam implementasi e-Government melalui penyelenggaraan website dengan media internet adalah memberikan sejumlah layanan terhadap beragam kebutuhan – kebutuhan spesifik dari sekian banyak kalangan yang berbeda – beda. Implementasi e-Government dalam hal ini tidak terlepas dengan fungsi pelayanan yang dimiliki pemerintah.,  seperti dikatakan Hanif Nurcholis bahwa fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada masyarakat ( Nurcholis, 2005:175 ). Pelayanan tersebut pada umumnya dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok. Pelayanan dalam konsep e-Government memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat/kelas dalam e-Government. Hal inilah yang mebedakan antara website dengan medium broadcast lainnya yang juga memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya kepada publik. Website lebih menitikberatkan pelayanan kepada beragam kalangan dengan kebutuhan yang lebih spesifik.
2.3 Pengertian Pelayanan dan Informasi

2.3.1 Pengertian Pelayanan

Pelayanan yang dikemukakan oleh AS Moenir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, diartikan sebagai :

Pelayanan yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya ( Moenir, 2000:26 ).

Sebagai bentuk pelayanan yang memuaskan pelanggan pelanggan, sering digunakan teknologi yang lebih canggih sebagai indikator adanya kemauan dari pemerintah untuk berupaya agar kecepatan pelayanan ditingkatkan. Dalam masyarakat yang kompleks, manajemen yang mendukung harus senantiasa menyertainya, karena manajemen pelayanan luas dan kompleks. Supriatna menyatakan sebagai berikut :

1) Masalah dan kebutuhan masyarakat yang dihadapi beraneka ragam, meliputi seluruh pelosok Indonesia.

2) Jenis intensitas pelayanan berbeda ada yang harus dilayani secara situasional, lokal dan nasional.

3) Tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani juga berbeda-beda sehingga selalu yang merasa tidak puas dalam pelayanan (Supriatna, 1996:57)
Oleh karena itu, sebaik apapun pemerintah melayani masyarakat masih juga ada keluhan, bahwa perhatian terhadap masyarakat atau bidang tertentu tidak cukup. Disamping pelayanan sifatnya kompleks, yang lebih penting pemerintah bisa melayani dengan sebaik-baiknya walaupun dengan biaya yang sangat terbatas
Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi sekuruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh jarena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan atau hasilnya. Dengan adanya standar, manajemen dapat merencanakan agar hasil akhir memuaskan semua pihak yang memperoleh pelayanan.

2.3.2 Pengertian Informasi

Untuk untuk menghasilkan suatu pelayanan berbentuk informasi harus mengerti terlebih dahulu komponen-komponen yang ada dalam informasi tersebut agar menghasilkan suatu pelayanan informasi yang dapat diterima di masyarakat. Gordon  B Davis menyebutkan bahwa informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang (dalam Ladjamudin,2005:8). Pengertian diatas menjelaskan bhwa data yang telah diolah kemudian menjadi sebuah informasi yang berguna. McLeod mendefinisikan bahwa informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Alat informasi dapat meliputi elemen komputer, elemen non komputer atau kombinasinya (dalam Ladjamudin,2005:9). Sedangkan menurut Jack Febrian, dia menyebutkan bahwa: 
Informasi adalah keterangan, penerangan data yang telah diproses kedalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang ( Febrian, 2004: 238).

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikertahui bahwa informasi merupakan suatu hasil dari pengolahan data yang berguna bagi penerima nya. Berbeda dengan pendapat Robert N. Anthony dan Jhon Deraden dalam buku Management Control System, menyebutkan informasi sebagai suatu kenyataan, data, utem yang menambah pengetahuan bagi penggunanya (Anthony&Dearder dalam Wahyono, 2004:3). Dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan dapat digunakan sebagai suatu alat Bantu pengambilan keputusan.
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